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Objective: This study aims to analyze how Islamic values-based management shapes the 
planning and implementation of a mass circumcision program in Werinama, Maluku, 
while also identifying the socio-cultural determinants that influence community 
participation. The research employed a qualitative approach with a phenomenological 
design. Data were collected through participant observation throughout the entire 
program cycle, semi-structured interviews with committee members, religious leaders, 
customary leaders, and parents, as well as a review of supporting documents. Data were 
analyzed using reflexive thematic analysis, while trustworthiness was ensured through 
source and technique triangulation, audit trails, and member checking. The findings 
reveal that community participation was influenced by three major determinants: 
political trust and perceptions of program politicization (42%), social prestige that 
frames circumcision as a symbol of status (28%), and expectations surrounding 
customary rituals (22%). From a managerial perspective, the program’s strengths were 
reflected in stakeholder mapping, clear task distribution, multi-channel communication, 
and post-procedure monitoring. However, a mismatch between program design and the 
ceremonial expectations of some families reduced social acceptance.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen berbasis nilai-nilai Islam 
membentuk proses perencanaan dan pelaksanaan program khitan massal di Werinama, Maluku, 
sekaligus mengidentifikasi determinan sosial-budaya yang memengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif selama seluruh rangkaian kegiatan, 
wawancara semi-terstruktur dengan panitia, tokoh agama, tokoh adat, dan orang tua peserta, serta 
telaah dokumen pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan reflexive thematic analysis, 
sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, audit trail, serta member 
checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga 
determinan utama, yaitu kepercayaan politik dan persepsi politisasi program sebesar 42%, gengsi 
sosial yang memaknai khitan sebagai simbol status sebesar 28%, serta ekspektasi terhadap ritual 
adat sebesar 22%. Dari sisi manajerial, kekuatan program tampak pada pemetaan pemangku 
kepentingan, pembagian tugas yang jelas, komunikasi multikanal, dan monitoring pascatindakan. 
Namun, ketidakselarasan antara desain program dan harapan seremonial sebagian keluarga 
menurunkan penerimaan sosial.  
Kata kunci:  manajemen pendidikan Islam; POAC; responsif budaya; khitan massal
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PENDAHULUAN 
Khitan (sirkumsisi) merupakan praktik religius dan kesehatan yang memiliki 

posisi khusus bagi komunitas Muslim. Di satu sisi, khitan dipandang sebagai bagian dari 
pemeliharaan kebersihan (thaharah) dan penguatan identitas religius. Di sisi lain, khitan 
juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan perilaku higienitas. Dalam konteks kebijakan 
kesehatan publik, literatur tentang voluntary medical male circumcision menunjukkan 
bahwa penerimaan masyarakat sering dipengaruhi oleh kombinasi faktor sistem 
layanan, komunikasi risiko, dan norma sosial setempat (Masese et al., 2021; Njeuhmeli et 
al., 2019; Sugi et al., 2023). 

Tantangan akses layanan kesehatan semakin nyata pada wilayah pesisir dan 
kepulauan. Kondisi geografis, keterbatasan transportasi, ketersediaan tenaga kesehatan, 
serta biaya dapat meningkatkan keterlambatan tindakan kesehatan preventif (Kinney et 
al., 2021; Rabiou et al., 2024). Kecamatan Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Maluku, merupakan wilayah pesisir-kepulauan yang menghadapi kendala serupa, 
sehingga ketersediaan layanan khitan yang aman dan terjangkau menjadi isu praktis 
sekaligus sosial-budaya (Sugi, 2023). 

Selain akses, khitan juga merupakan ritual transisi yang sarat makna sosial. Pada 
banyak komunitas, pelaksanaan khitan terkait dengan simbol status keluarga, 
kehormatan, dan tata cara seremonial (Cislaghi & Berkowitz, 2021). Perspektif ini 
menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan yang bersifat kolektif tidak hanya 
ditentukan oleh desain teknis, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai budaya, rasa 
kepemilikan komunitas, serta strategi membangun kepercayaan (Enria et al., 2024; 
Omobowale et al., 2024) 

Dalam ranah manajemen pendidikan, program lapangan yang memobilisasi 
organisasi mahasiswa dan pemangku kepentingan lokal dapat dibaca sebagai praktik 
manajemen berbasis nilai, khususnya ketika proses perencanaan dan koordinasi merujuk 
pada fungsi POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Sejumlah studi di bidang 
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) menekankan pentingnya perencanaan yang 
sistematis, pembagian peran, pelaksanaan yang terarah, serta pengawasan berkelanjutan 
untuk menjamin mutu program (Jumriani et al., 2025; Rosyida et al., 2024). 

Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan secara eksplisit fungsi POAC 
dalam kerangka MPI dengan dinamika sosial-budaya masyarakat pesisir pada konteks 
program khitan masih terbatas. Banyak studi berfokus pada aspek layanan atau pada 
manajemen pendidikan di sekolah/pesantren, namun sedikit yang menelaah bagaimana 
manajemen berbasis nilai Islam berinteraksi dengan faktor kepercayaan politik, gengsi, 
dan adat dalam penerimaan program kesehatan komunitas. Kesenjangan ini penting 
karena literatur global menekankan bahwa politisasi dan rendahnya kepercayaan dapat 
melemahkan partisipasi dalam program kesehatan (Enria et al., 2024). 

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan proses 
manajemen program khitan massal berdasarkan fungsi POAC dalam perspektif MPI; (2) 
menganalisis dinamika sosial-budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat pesisir; 
dan (3) merumuskan rekomendasi model pengelolaan yang responsif budaya untuk 
meningkatkan penerimaan program. Pertanyaan penelitian yang memandu kajian ini 
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adalah: (a) bagaimana POAC dijalankan oleh panitia dalam kerangka nilai Islam? (b) 
faktor sosial-budaya apa yang paling memengaruhi partisipasi? (c) strategi manajerial 
apa yang paling relevan untuk meningkatkan penerimaan di komunitas pesisir? 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi 
untuk menggali pengalaman dan pemaknaan sosial terkait pelaksanaan program khitan 
di komunitas pesisir. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti 
memahami lived experiences partisipan terhadap praktik sosial-budaya dan proses 
manajerial yang berlangsung (Ataro, 2019; Hadjipanteli & Vrikki, 2023; Sundler et al., 
2019; Wedel, 2021). 

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian 
Timur, Maluku—wilayah pesisir-kepulauan yang ditandai oleh akses transportasi yang 
terbatas dan ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan/pertanian. Konteks ini 
relevan karena literatur menunjukkan bahwa wilayah terpencil membutuhkan desain 
layanan dan komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah urban (Kinney et 
al., 2021; Roth & von Unger, 2018). 

Partisipan terdiri dari: (1) panitia inti program (ketua, sekretaris, koordinator 
lapangan, koordinator medis/relawan), (2) tokoh agama dan tokoh adat setempat, serta 
(3) orang tua/keluarga calon peserta. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive 
berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap proses program, dengan 
penambahan snowball sampling untuk menjaring informan kunci yang memengaruhi 
opini komunitas (Sundler et al., 2019). 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif pada tahap pra-
kegiatan, hari pelaksanaan, dan pasca-kegiatan; (2) wawancara semi-terstruktur untuk 
menggali persepsi terhadap manajemen program, norma sosial, gengsi, dan adat; serta 
(3) telaah dokumen (poster informasi, daftar pendaftar, alur layanan, catatan koordinasi, 
dan catatan kontrol pasca-khitan). Pendekatan multi-sumber ini digunakan untuk 
memperkuat triangulasi data. 

Analisis dilakukan menggunakan reflexive thematic analysis (RTA) dengan tahapan 
familiarisasi data, pembuatan kode awal, pengembangan tema, peninjauan tema, 
penamaan tema, dan penyusunan narasi tematik (Braun & Clarke, 2019; Byrne, 2022). 
Tema manajerial dipetakan ke fungsi POAC, sedangkan tema sosial-budaya diturunkan 
dari narasi partisipan dan pola interaksi komunitas. Hasil analisis kemudian dirangkum 
menjadi model rekomendasi manajemen responsif budaya. 

Keabsahan dijaga melalui: (1) triangulasi sumber dan teknik; (2) audit trail untuk 
merekam keputusan analitis; (3) member checking pada ringkasan temuan; serta (4) 
refleksivitas peneliti untuk mengurangi bias interpretasi (Levitt et al., 2018; Nowell et al., 
2017). Aspek etika meliputi persetujuan partisipan, anonimisasi identitas anak/keluarga, 
serta pembatasan informasi sensitif pada data dokumentasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil penelitian disajikan dalam dua bagian: (1) temuan terkait proses manajemen 
program berdasarkan fungsi POAC, dan (2) temuan terkait dinamika sosial-budaya yang 
memengaruhi partisipasi masyarakat. Persentase (42%, 28%, 22%) digunakan sebagai 
ringkasan proporsi narasi dominan dan catatan pengamatan lapangan (bukan sebagai 
estimasi statistik populasi). 

1. Perencanaan (Planning). Pemetaan Kebutuhan dan Strategi Komunikasi. 

Pada tahap perencanaan, panitia melakukan pemetaan kebutuhan melalui 
kunjungan rumah dan konsultasi dengan tokoh lokal untuk mengestimasi jumlah calon 
peserta, menentukan lokasi yang aman, serta menyusun alur layanan. Perencanaan juga 
mencakup standar keselamatan dan alur rujukan apabila terdapat komplikasi. Strategi 
komunikasi dirancang berbasis segmentasi audiens: orang tua (informasi keamanan dan 
biaya), tokoh lokal (legitimasi dan dukungan), serta remaja (edukasi higienitas). 
Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya komunikasi dan 
desain sistem pada peningkatan penerimaan layanan (Njeuhmeli et al., 2019). 

2. Pengorganisasian (Organizing). Pembagian Peran, koordinasi, dan 
Kolaborasi. 

Struktur panitia dibagi ke dalam divisi layanan medis/relawan, administrasi dan 
data, konsumsi-logistik, komunikasi publik, serta hubungan eksternal. Koordinasi lintas-
divisi dilakukan melalui rapat teknis dan penetapan SOP singkat pada hari H. Kolaborasi 
dengan mitra eksternal berperan dalam pengadaan alat, jaringan relawan, serta 
dukungan logistik. Pola pembagian peran ini konsisten dengan praktik manajemen 
program yang menuntut kejelasan kewenangan dan alur kerja (Bahattab et al., 2024) 

3. Pelaksanaan (Actuating). Alur Layanan dan Pengalaman Partisipan. 

Pada hari pelaksanaan, alur layanan mencakup registrasi, skrining singkat, 
tindakan khitan, edukasi perawatan luka, serta pemberian obat dan jadwal kontrol. 
Observasi menunjukkan bahwa kenyamanan anak dan orang tua meningkat ketika 
panitia memberi penjelasan prosedur secara ringkas dan sopan, serta menyediakan 
ruang tunggu yang teratur. Namun, sebagian keluarga menyatakan bahwa format 
kolektif mengurangi ‘momen seremonial’ yang biasanya menyertai khitan. Narasi ini 
menegaskan bahwa pelaksanaan teknis perlu dikombinasikan dengan pengelolaan 
ekspektasi sosial (Cislaghi & Berkowitz, 2021). 

4. Pengawasan (Controlling). Monitoring Pasca-Tindakan dan Evaluasi. 

Pengawasan dilakukan melalui pencatatan tindakan, pemantauan luka pada hari 
kontrol, serta kanal komunikasi untuk konsultasi pasca-tindakan. Evaluasi internal 
menilai ketercapaian target, kepatuhan SOP, efektivitas komunikasi, dan respons 
komunitas. Pengawasan pasca-tindakan dipandang penting karena literatur 
menunjukkan bahwa tindak lanjut layanan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan 
pengguna (Rabiou et al., 2024). 

5. Kepercayaan Politik dan Persepsi Politisasi (42%). 
Determinant paling dominan adalah kepercayaan politik. Sebagian warga 

mengaitkan program kolektif dengan kepentingan tertentu, terutama ketika komunikasi 



Manajemen Program Khitan Massal Berbasis Nilai Islam: Studi Fenomenologi Tentang Dinamika Sosial-Budaya 
Masyarakat Pesisir Maluku 

 

2387 
 

 

awal tidak cukup menjelaskan aktor pelaksana, sumber dana, dan tujuan program. Pada 
situasi ini, tokoh agama/adat berperan sebagai ‘penjamin sosial’ yang membantu 
mengklarifikasi isu dan menurunkan kecurigaan. Temuan ini selaras dengan literatur 
yang menekankan pentingnya analisis politik dan strategi membangun kepercayaan 
dalam program kesehatan (Enria et al., 2024). Praktik community entry yang 
menghormati struktur lokal juga terbukti penting untuk membangun legitimasi 
(Omobowale et al., 2024). 

6. Gengsi/Prestise – Khitan sebagai Simbol Status (28%). 
Sebagian keluarga memaknai khitan sebagai simbol status dan penghormatan 

keluarga, sehingga preferensi pelaksanaan privat lebih tinggi karena dapat disertai 
jamuan atau prosesi tertentu. Format kolektif dipersepsikan ‘kurang prestisius’ bagi 
sebagian keluarga, meski biaya lebih terjangkau. Temuan ini menunjukkan bahwa 
strategi komunikasi harus menekankan bahwa program tidak mengurangi kehormatan 
keluarga, melainkan menyediakan opsi yang aman dan bermartabat. Literatur norma 
sosial menjelaskan bahwa perubahan perilaku sering memerlukan framing yang 
menyeimbangkan manfaat kolektif dan nilai simbolik individu/keluarga (Cislaghi & 
Berkowitz, 2021). 

7. Ekspektasi Ritual Adat – Ketidaksesuaian Format (22%). 
Adat istiadat memengaruhi penerimaan program, terutama ketika komunitas 

memiliki tahapan ritual konvensional yang melibatkan keluarga besar dan simbol 
tertentu. Format layanan yang memadatkan tahapan seremonial dinilai kurang selaras 
dengan ‘cara yang semestinya’. Konsekuensinya, panitia perlu mengadopsi desain 
layanan yang memberikan ruang adaptasi budaya tanpa mengorbankan keselamatan 
medis, misalnya: jadwal fleksibel, penyiapan ruang khusus untuk keluarga, atau 
integrasi simbol adat yang tidak mengganggu SOP. Literatur mengenai hambatan 
penerimaan di setting tradisional menegaskan pentingnya adaptasi konteks (Masese et 
al., 2021). 

8. Strategi Mitigasi Risiko Sosial dan Penguatan Legitimasi. 
Selain tiga determinan dominan, observasi lapangan memperlihatkan bahwa 

keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh cara panitia mengelola risiko sosial 
(social risk) yang muncul sejak tahap komunikasi awal. Risiko sosial yang dimaksud 
mencakup: (a) rumor tentang sumber pendanaan dan tujuan program, (b) kekhawatiran 
politisasi, serta (c) penilaian moral-sosial terkait ‘kelayakan’ format kolektif bagi 
keluarga. Literatur tentang intervensi kesehatan menunjukkan bahwa faktor-faktor non-
medis semacam ini dapat mengubah persepsi manfaat–risiko, bahkan ketika layanan 
teknis berkualitas (Enria et al., 2024). 

Untuk merespons risiko tersebut, panitia menerapkan dua pendekatan: (1) 
penguatan legitimasi melalui tokoh lokal (agama/adat) dan (2) transparansi informasi 
berbasis bukti. Pertama, tokoh lokal dilibatkan bukan hanya sebagai ‘pendukung 
simbolik’, tetapi sebagai co-designer pesan publik: mereka membantu menentukan diksi, 
kanal komunikasi, dan waktu penyampaian yang dianggap sopan. Kedua, transparansi 
ditunjukkan melalui penjelasan sumber daya, alur layanan, dan prosedur pasca-tindakan 
secara terbuka. Strategi ini sejalan dengan literatur effective community entry yang 
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menekankan pentingnya penghormatan pada struktur lokal dan komunikasi yang 
sensitif budaya (Omobowale et al., 2024). 

Implikasi manajerialnya adalah bahwa fungsi planning dan organizing perlu 
memasukkan pemetaan risiko sosial sebagai komponen inti. Secara operasional, 
pemetaan dilakukan melalui identifikasi aktor yang berpengaruh (tokoh adat, tokoh 
agama, aparat desa, dan jaringan keluarga), serta pemetaan isu yang berpotensi 
menurunkan trust. Pada tahap actuating, isu tersebut ditangani melalui narasi publik 
yang konsisten, sementara pada tahap controlling, panitia melakukan evaluasi cepat 
(rapid feedback) untuk melihat apakah rumor berkurang atau meningkat. Pendekatan 
siklus ini membantu menjaga stabilitas kepercayaan komunitas dan mengurangi 
resistensi. 

Tabel 1. Ringkasan Determinan Partisipasi dan Implikasi Manajerial 

No Determinant Dominan Indikasi 
Proporsi 

Implikasi Manajerial (POAC) 

1 Kepercayaan politik & 
politisasi 

42% Planning: transparansi 
tujuan/sumber daya; Organizing: 
pelibatan tokoh lokal; Actuating: 
komunikasi publik; Controlling: 
evaluasi isu/umpan balik. 

2 Gengsi/Prestise 28% Planning: framing pesan ‘aman & 
bermartabat’; Organizing: layanan 
ramah keluarga; Actuating: tata 
layanan yang menghormati 
martabat; Controlling: survei 
kepuasan. 

3 Ritual adat 22% Planning: pemetaan adat/kalender 
lokal; Organizing: koordinasi tokoh 
adat; Actuating: opsi jadwal/ruang 
keluarga; Controlling: revisi SOP 
responsif budaya. 

 
 
Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program khitan massal di 
komunitas pesisir adalah hasil interaksi antara proses manajerial (POAC) dan 
determinan sosial-budaya. Pada aspek proses, perencanaan berbasis pemetaan 
kebutuhan dan penyusunan SOP membantu menjaga keselamatan dan mengurangi 
ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan literatur skala-up layanan khitan yang 
menekankan pentingnya desain sistem dan komunikasi (Njeuhmeli et al., 2019). 

Dari sisi determinan, faktor kepercayaan politik merupakan penentu paling kuat. 
Literatur kesehatan publik menegaskan bahwa politisasi, disinformasi, dan rendahnya 
trust dapat menurunkan kemauan berpartisipasi pada program kesehatan (Enria et al., 
2024). Dalam konteks Werinama, keterlibatan tokoh agama/adat berfungsi sebagai 



Manajemen Program Khitan Massal Berbasis Nilai Islam: Studi Fenomenologi Tentang Dinamika Sosial-Budaya 
Masyarakat Pesisir Maluku 

 

2389 
 

 

mekanisme legitimasi sosial, sesuai refleksi effective community entry pada setting sensitif 
budaya (Omobowale et al., 2024). 

Faktor gengsi menunjukkan bahwa khitan dipersepsikan sebagai ritual status. Ini 
selaras dengan teori norma sosial yang memandang praktik kesehatan seringkali 
ditopang oleh ekspektasi sosial tentang apa yang pantas (Cislaghi & Berkowitz, 2021). 
Karena itu, strategi komunikasi tidak cukup menekankan aspek biaya, tetapi perlu 
menekankan martabat, keamanan, dan penghormatan terhadap makna keluarga. 

Faktor adat menunjukkan bahwa kesenjangan antara format program dan ritual 
lokal dapat menurunkan penerimaan. Literatur pada setting tradisional menyatakan 
bahwa program medis/kolektif dapat dipersepsikan bertentangan dengan praktik 
setempat sehingga perlu adaptasi (Masese et al., 2021). Oleh sebab itu, pendekatan 
responsif budaya perlu diintegrasikan sejak tahap planning dan organizing. 

Berdasarkan sintesis temuan, artikel ini mengusulkan model MPI–POAC 
Responsif Budaya dengan empat prinsip: (1) transparansi dan akuntabilitas 
(membangun trust); (2) musyawarah dan pelibatan tokoh lokal (legitimasi sosial); (3) 
desain layanan bermartabat (mengelola gengsi); dan (4) adaptasi ritual yang aman 
(mengakomodasi adat). Model ini memperluas diskursus MPI yang selama ini banyak 
diaplikasikan pada konteks sekolah atau pesantren (Jumriani et al., 2025; Rosyida et al., 
2024)dengan memasukkan konteks program sosial-kesehatan. 

Implikasi praktisnya adalah: (a) melakukan pemetaan risiko sosial (isu politisasi) 
sebagai bagian perencanaan; (b) merancang strategi komunikasi berbasis norma sosial; 
(c) menyediakan opsi layanan yang fleksibel dan ramah keluarga; serta (d) memperkuat 
monitoring pasca-tindakan untuk meningkatkan rasa aman. Untuk konteks wilayah 
terpencil, penguatan rujukan dan penjangkauan juga penting (Kinney et al., 2021; Rabiou 
et al., 2024). 

Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan: (1) data bersifat kualitatif sehingga tidak 

dimaksudkan untuk generalisasi statistik; (2) persentase determinan disajikan sebagai 
ringkasan dominansi narasi dan pengamatan; (3) cakupan lokasi berada pada satu 
kecamatan sehingga konteks adat dan struktur sosial mungkin berbeda di wilayah lain. 
Studi lanjutan dapat mengombinasikan survei kuantitatif untuk menguji model 
rekomendasi, serta memperluas lokasi pada beberapa komunitas pesisir-kepulauan. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen program khitan massal di 
Werinama dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka POAC dalam 
perspektif Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Perencanaan yang matang, 
pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang terarah, serta pengawasan yang 
berkelanjutan terbukti menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya layanan yang aman, 
tertib, dan diterima masyarakat. Namun, efektivitas program tidak hanya ditentukan 
oleh kemampuan teknis manajerial, melainkan juga oleh sensitivitas terhadap konteks 
sosial-budaya lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
terutama dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yakni kepercayaan politik dan 
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persepsi politisasi program sebesar 42%, gengsi atau prestise sosial sebesar 28%, serta 
ekspektasi terhadap ritual adat sebesar 22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan program sosial-keagamaan membutuhkan integrasi strategi yang responsif 
budaya ke dalam seluruh fungsi POAC, sehingga perencanaan hingga evaluasi tidak 
terlepas dari nilai, simbol, dan harapan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian 
ini merekomendasikan penerapan model MPI–POAC Responsif Budaya melalui 
penguatan transparansi, pelibatan aktif tokoh agama dan adat, penyediaan desain 
layanan yang bermartabat, adaptasi ritual secara aman, serta monitoring pascatindakan 
yang konsisten demi meningkatkan penerimaan, kepercayaan, dan keberlanjutan 
program di masa mendatang. Dengan demikian, pendekatan manajemen yang 
memadukan efisiensi organisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal menjadi 
kunci untuk memperkuat legitimasi program di tengah masyarakat secara berkelanjutan. 
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